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NOMOR 53 TAHUN 2020 

 
TENTANG  

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN 
BARANG MILIK DAERAH 

 

 
WALI KOTA SUKABUMI, 

 

 
Menimbang  :     a. bahwa dalam rangka keseragaman dalam 

pemindahtanganan barang milik 

Daerah, perlu disusun suatu 

petunjuk pelaksanaan atau standar 
operasional prosedur mengenai 

pemindahtanganan barang milik 

Daerah Kota Sukabumi; 
 

b. bahwa untuk kepastian hukum dan 

tertib administrasi petunjuk 
pelaksanaan atau standar operasional 

prosedur sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Standar 

Operasional Prosedur 

Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah Kota Sukabumi; 
 

Mengingat… 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengan 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan…. 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamdya 

Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 8); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4503); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5533); 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 33); 

 

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2016 Nomor 9); 
 

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17); 

 

 
 

Memperhatikan…. 
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Memperhatikan : 1.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  

Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  

Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan  

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 
 

2. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  

Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 

DAERAH. 

 
 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut 

Daerah adalah Kota Sukabumi. 

 
 

2. Pemerintahan… 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

 

6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik 
Daerah. 

 

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab melakukan 

koordinasi pengelolaan barang milik Daerah. 
 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

 
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala 

SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang 

milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan 

Daerah. 
 

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik Daerah. 
11. Unit…. 
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11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan 

satu atau beberapa program. 

 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
 

13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BMD adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

 
14. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai 

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja 

atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang 
untuk menggunakan BMD yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

 

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah 
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

BMD pada Pengguna Barang. 

 
16. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus 

Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan 

Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus 
barang. 

 

17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik 

daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

 
18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan 

Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 
BMD pada Pengguna Barang. 

 

19. Pembantu… 
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19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah 

pengurus barang yang membantu dalam 

penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan BMD pada Pengelola Barang. 

 

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah 

pengurus barang yang membantu dalam 
penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan BMD pada Pengguna Barang. 

 
21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi 

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan dan mempertanggung jawabkan 
BMD pada Kuasa Pengguna Barang. 

 

22. Pemindahtanganan adalah pengalihan 
kepemilikan BMD. 

 

 

BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini 
adalah sebagai pedoman bagi Pengelola BMD 

pelaksanaan Pemindahtanganan. 

 
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini 

adalah sebagai berikut: 

 

a. terlaksananya Pemindahtanganan BMD yang 
sesuai dengan standar perasional prosedur 

yang sudah ditetapkan; 

b. tertib administrasi dan tata kelola untuk 
mendapatkan Pemindahtangan BMD yang 

lebih akurat serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 

 

BAB III… 
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BAB III 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

 

Pasal 3 

 
(1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan 

tugas Pemerintahan Daerah dapat 

dipindahtangankan. 
 

(2) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
 

a. penjualan; 

b. tukar menukar 
c. hibah; atau  

d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.  

 

(3) Standar operasional prosedur Pemindahtanganan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

 

BAB IV 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 

 
 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 

 

Ditetapkan di Sukabumi 

Pada tanggal 18 Desember 2020 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 
ttd. 

 

      ACHMAD FAHMI 
 

 

 
Diundangkan di Sukabumi 

Pada tanggal 18 Desember 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUKABUMI, 

 

 
ttd. 

 

DIDA SEMBADA 
 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 53 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SUKABUMI 

 

 
 

        LULU YULIASARI 

NIP. 19710703 199703 2 002 

 


